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Menimbang: 5. Bahwa pendidikan  adalab usaha sadar dan terencana  untuk Mewujdian
suasana helajar don proses pembelajaran agar peserta didik  secara  alktif
mengembangkan aotensi difnya untuk memnilild kekuatan mental spivitual
pengendation dird, kepribadian, kecerdasan, akhak mudia serta ketrampiian,
dan kemampuan dalam bidang pergerahuan dan iekrolog! yang diperiukan
dirinya dalam Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegaia.

b, bahws untuk meoghadap era globalisasi dalam menjalankan  fungsinya bagi
lembaga pendidikan non formal maka perly diberikan ifin operasional.

. Bahwa o Kebupaten deluk Bintuni  perlu adanva lembaga-lembaga  vang
bergerak oi berbagsi layanan pendidikan non formal vang dapat membantu
mmsyarakat yang kesulitan menempuh pendidikan formal,

d.  babwa demi lertibnya penyelengperaan Pendidiban formal dan  Monformal
periu diatur dengan Surai Kepuiusan Yepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Qdahrzga Kabupaten  Teluk Bintuni

tengingat ¢ 1. Badang - Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Sistim Pemeriniab Daerah;
3. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tening Kevangan Daeraly

4. Undang-Undarg Nomor 33 Tahan 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antar
Pemeriniah Pusat dan Dasrah;

ié-l

Upndang-Undang  Nomor 21 Tahun 2000 tentang  Olonom Khusus bagi
Propinsi Papua  (lembaran MNegara Repobiik Indonesia Tahun 2001 Nomor
13h, Tambahan Lembaran Megara Bepoblik indonesia nomor 4151) sebagaimana
telalr disbah  dengan Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 20031
temiang Oionomt Khusus bBagi Proping Papua menjadi Undang-Undang
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahon 2002 Nomor 129, Tambaeban
ternbaran Megara Republik Indonesia Momor 4884 J;




Menetapkan -

Pertama

10.

11.

13.

14.

Undang-Undang  Momor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi , Keroin, Sorong  Selatan, Raja Ampat, Pegunungan  Bintang
YehukimoTolikars, Kabupaten Waropen , Kahupaten Asmat,Kabupaten Kaimana,
Telulk Bintuni, dan Teluk Wondama di Prepinsi Papua Barat
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Momor 4245);

Peraturan  Pemerintzh Momior 19 Tahun 2005 tentang  Standar MNasional
Pendiditan (Lembaran Negara Republik Indeniesia  Tahun 2005 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578

.' Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daeran {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 - fembahan Lembaran  Negara
Republik indonesia Nomaor 4503);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahui 2007 tentang Pembagian Urusan
Femerintah  antara Pemerintah ; Pemerintah  Propinsi  dan Pemerintah
Kabupaten /Kota {lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nemor 4737};
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Momor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan  Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang '

Pokelk-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomar 57, Tambahan Lernbaran Naerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30);
Keputusan  Mentari Pendidikan  MNasional Momor 0G0 f U /72002 Tentang
pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan  Menteri Pendidikan fasional Republik Indonesia Momor 58
Tahun 2005 tentang Standar Pendidilkan Anal Usia Dini

MEMUTUSKAN

Seteloh memenuli  sepala syarat yang diperlukan  dan  tefah beroperasicnal

sejaik  Tahun 2005 maka  berhak diberikan ijin

Cperasional
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Yadus - lembage  Pendidilan Anak Usiz Dinl tersebut datam  DHTUM PERTAMA
diweafiblan melaksanalan, melayant dan meningkatkan muih nendidikan

Ketiga ¢ ffin Operagional  ini dapat i cabul dan atau ditutup someniara wakty apabila
Vayasan / tembaga/ pengelols/Tutor Pengasuh mentetantarkan anak didiknys dan
atayy  lembaga  tidak menjalankan  fugas dan fungsina sehagalmnana
roestinya.

Keampat : lfin Operasional ini herlgku sejsk fongguf 02 Sepiember 2015 dan bewakhir nada

tanggal 02 Sepiember 2017,
" Kelima © Hathe! yang belum dietur dalam keputusan inl akan diEtur labin lenjut datam
keputusan tarsendid,

Keenam H F(.""K}Utll’m“ il berlaky seiak tanggal ditetapkan dan apabiia dikernudian harl
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sehagaimana 1 mestinya.

Ditetapkan : i Bintuni
Pada Tanggal : 32-09-2015
Fpii'.f(epala Dinas Pandidikan Pemuda dan Olahiraga

Kabupaten Teluk Sintuni.
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TEMBLSAN YTH :

Bupati Teld Bintuni;

Kabag. Hukum Setds Kabupetan Teluk Bintuni di 2intuni
Fara Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;

Sekolah yang bersanghuian;

Arsip.
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